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ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan untuk
menyelenggarakan Pemilu di tingkat Desa atau Nama lain /kelurahan , dibentuk Panitia
Pemungutan Suara, dan pada Pasal 44 ayat (2) menyatakan Anggota PPS diangkat oleh
KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan
Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan, berdasarkan pertimbangan pada hurup a
diatas perlu membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara se
Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun
2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ini adalah :
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat
II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656),sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaiman telah diubah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerjan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komite Pemilihan Independen Aceh dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Oanitia Pemilihan Kecamatan , Panitia Pemungutan
Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 566), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2017); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 818); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN
2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaiman telah diubah dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor : 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017; Memperhatikan Berita
Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor :
703/02-BA/5102/KPu-Kab/XI/2017 Tanggal 3 Nopember 2017 tentang
Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Tabanan dalam
rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ini berlaku
sejak ditetapkan tanggal 6 Nopember 2017.



